
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
NOMOR 12 TAHUN 2008 

TENTANG 
RETRIBUSI ANGKUTAN LAUT, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN 

DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka melayani dan melindungi kepentingan 

masyarakat pemakai jasa di bidang perhubungan laut, sungai, 
danau dan penyeberangan, serta menjaga kelestarian fungsi 
lingkungan, Pemerintah Daerah perlu berupaya melakukan 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap 
usaha di bidang Angkutan Laut, Sungai, Danau dan 
Penyeberangan; 

b.  bahwa sebagai salah satu bentuk upaya untuk mencapai tujuan 
tersebut perlu adanya pengaturan mengenai perizinan di bidang 
Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan ; 

c.  bahwa atas pelayanan perizinan dimaksud, perlu dipungut retribusi 
yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 
wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Angkutan Laut, Sungai, Danau dan 
Penyeberangan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; 

Mengingat :    1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan 
Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1622 ); 

2.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2720 ); 

3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

4.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

5.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, , Kabupaten Gunung 
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

6.  Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);  

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-
ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 
Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor .....);  

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di 
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3907); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4139); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4145); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; 

16.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; 

17.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2002 
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang 
Dari dan Ke Kapal; 

18.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan; 

19.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 
tentang Penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau ; 

20.  Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah 
Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan 
Tengah Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1); 

21.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi 
Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

dan 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

M E M U T U S K A N : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN 

LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN DALAM 
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1.  Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 
2.  Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah beserta Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

3.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 
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4.  Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 
5.  Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang 

membidangi transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan. 
6.  Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 
7.  Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan 
Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk Firma, Kongsi, 
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, 
Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 
tetap dan bentuk badan lainnya. 

8.  Kapal adalah kendaraan di air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan 
dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang 
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan 
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 

9.  Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross 
Tonnage/GT) dan tonase bersih (Net Tonnage/NT).  

10.  Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, 
konstruksi bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta 
perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal.  

11.  Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi Angkutan Laut, Angkutan 
Sungai, Danau, dan Angkutan Penyeberangan. 

12.  Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk 
mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih 
dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan 
angkutan laut. 

13.  Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk 
mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal 
motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. 

14.  Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan 
kapal yang dilakukan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Anjir, Kanal dan Terusan 
untuk mengangkut penumpang barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh 
Perusahaan Angkutan Sungai dan Danau. 

15.  Angkutan sungai dan Danau khusus adalah kegiatan angkutan sungai dilakukan 
untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak 
melayani pihak lain. 

16.  Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan 
bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya 
perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. 

16.  Angkutan Perairan Daratan adalah angkutan yang dilakukan di sungai dan danau 
dengan menggunakan kapal yang memiliki sertifikasi yang sesuai dengan kondisi 
teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan. 

17.  Usaha angkutan sungai dan danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum, 
memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai dan danau dengan 
menggunakan kapal sungai dan danau. 

18.  Usaha angkutan penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan yang 
diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut 
bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki  sertifikasi yang sesuai 
dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan. 
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19.  Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat 
dengan cara khusus.  

20.  Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan 
keadaannya merupakan berbahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum 
atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.  

21.  Pengangkutan barang khusus dan bahan berbahaya adalah orang atau badan 
hukum yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan 
bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran 
akhir. 

22.  Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan 
batas-batas tertentu sebagai tempat pemerintahan dan kegiatan perekonomian 
yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik, turun penumpang 
dan/atau bongkar muat barang yang difasilitasi keselamatan pelayaran dan 
kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan moda 
transportasi. 

23.  Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan 
penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi 
pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas 
kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan 
intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. 

24.  Pelabuhan khusus adalah Pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna 
menunjang kegiatan tertentu.  

25.  Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani 
kegiatan angkutan laut. 

26.  Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya 
melayani kegiatan angkutan sungai dan danau.  

27.  Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan penyeberangan yang menurut 
kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.  

28.  Penelitian Administrasi adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas 
Dinas terhadap permohonan beserta lampiran persyaratan yang diajukan oleh 
badan kepada Dinas meliputi: Pemeriksaan Akte Pendirian Perusahaan, Grosse 
Akte Kapal, Surat Izin Tempat usaha (SITU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
dan Daftar Tenaga Ahli/Jumlah Karyawan serta Datar Peralatan Sarana dan 
Prasarana yang dimiliki oleh Perusahaan. 

29.  Penelitian Fisik adalah pemeriksaan/peninjauan yang dilaksanakan oleh petugas 
dinas ke lokasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan, seperti 
peninjauan kapal (meliputi volume kapal beserta mesin pendorong utamanya), 
peninjauan sarana angkutan darat dan peralatan, serta peninjauan kantor dan 
peralatan. 

30.  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah rangkaian penelitian Administrasi dan 
fisik yang dibuat oleh petugas Dinas guna menindaklanjuti permohonan yang 
disampaikan/diajukan oleh orang perorangan dan badan kepada Dinas berupa 
dokumen-dokumen serta peninjauan kantor dan alat-alat penunjang yang 
dimilikinya, peninjauan kapal miliknya sebagai persyaratan untuk Usaha 
Perusahaan Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dihimpun 
dalam bentuk laporan guna ditindaklanjuti dengan penerbitan persetujuan 
pengoperasian Kapal Angkutan Sungai, Danau, dan Angkutan Penyeberangan. 

31.  Retribusi Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang selanjutnya 
disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan penerbitan perizinan di 
Bidang Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan. 
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